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SURAT KEPUTUSAN
Nomor :05/SK-MUNAS/VII/2010

Tentang

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM ALUMNI KMHDI

Menimbang : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan PP FA-KMHDI  maka
perlu dilakukan MUNAS I FA-KMHDI 2010 .
2. Bahwa Perlu Ditetapkannya AD dan ART FA-KMHDI 2010 , dalam
suatu surat keputusan, agar dapat dilaksanakan dan dipatuhi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar FA-KMHDI.
2. Anggaran Rumah Tangga FA-KMHDI.
Memperhatikan 2
1. Pandangan Umum Peserta dan Peninjau MUNAS Il FA-KMHDI 2010
2. Saran dan Pendapat Peserta MUNAS Il FA-KMHDI Tanggal 31 Juli
2010
Memutuskan
Menetapkan

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FA-KMHDI sebagaimana
terlampir.

2. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 31 Juli 2010

MUSYAWARAH NASIONAL I FA-KMHDI 2010
Pemimpin Sidang,
Wk{ Ketug, Sekretaris,
r
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( Ir. 1 Wayan Johdra, M.Si) (Made Murdayaso) ( L Tatiek Inten A., SE, M.M )




ANGGARAN DASAR

FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

PURWAKA

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka
tersusunlah Anggaran Dasar FA-KMHDI ini. Anggaran Dasar ini diharapkan menjadi
pedoman bagi segenap anggota FA-KMHDI untuk berpartisipasi dalam pembangunan
bangsa. Anggaran Dasar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengurus untuk
melaksanakan segala bentuk kebijakan dalam menunjang eksistensi dan partisipasi
anggota.

Dalam menyelenggarakan roda organisasi, segenap anggota dan pengurus FA-KMHDI
memegang teguh ajaran-ajaran agama Hindu, khususnya Catur Purusha Artha. Catur
Purusha Artha yang terdiri dari : Dharma, Artha, Kama, dan Moksa, hendaknya
dilaksanakan secara serasi dan seimbang. Keserasian dan keseimbangan ini akan
terwujud dengan berpedoman pada ajaran Tri Hita Karana. Menjaga keseimbangan
hubungan manusia dengan Tuhan akan menjadikan alumni KMHDI orang yang selalu
berjalan di jalan Dharma. Menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan manusia
akan menjadikan alumni KMHDI menjadi orang dapat mengejar artha, untuk memenuhi
segala kebutuhan, guna tercapainya Mokshartham Jagadhita. Demikian pula
keseimbangan hubungan manusia dengan alam akan menjadikan alumni KMHDI generasi
yang progresif tanpa mengorbankan lingkungan.

Sebagai sebuah bagian dari elemen Bangsa Indonesia, Para Alumni KMHDI turut serta
membangun bangsa ini. Partisipasi dalam pembangunan bangsa dilakukan melalui
terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, baik secara lahir maupun bathin. Secara
lahiriah para alumni akan meningkatkan kualitas hidup melalui interaksi sesama alumni
maupun dengan eksponen lain. Secara bathiniah para alumni akan meningkatkan sradha
bhakti kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai eksponen
bangsa yang utuh anggota FA-KMHDI mampu menjadi katalisater antara pemerintah dan
rakyat.

Untuk itu disusunlah ANGGARAN DASAR FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA
HINDU DHARMA INDONESIA , sebagai berikut :

——



BAB |
KETENTUAN UMUM
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA
INDONESIA yang disingkat dengan FA-KMHDI .

(2) FA-KMHDI dibentuk di Denpasar pada Hari Minggu tanggal, 25 November 2001
sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

(3) FA-KMHDI berkedudukan di Denpasar.

BAB Il
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 2
FA-KMHDI berasaskan Pancasila.
Pasal 3

(1) FA-KMHDI bersifat nasional dan independen.
(2) FA-KMHDI bernafaskan Hindu.

Pasal 4

(1) FA-KMHDI bertujuan memupuk semangat religiusitas, humanisme, nasionalisme dan
progresifitas para alumni mahasiswa Hindu Indonesia dalam rangka turut serta
berperan akfif dalam pembangunan umat, bangsa dan negara.

(2) FA-KMHDI bertujuan untuk memupuk dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan
bangsa yang berkeadilan sosial.

(3) FA-KMHDI bertujuan untuk mendata, menggali, dan mengembangkan potensi yang
dimiliki para anggota FA-KMHDI.

(4) FA-KMHDI bertujuan untuk mendukung Program Kerja, Visi dan Misi organisasi KMHDI.

BAB I
KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Kegiatan FA-KMHDI mengedepankan profesionalitas dan religiusitas.

(2) Segala kegiatan organisasi harus sesuai dengan asas, sifat dan tujuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Kegiatan FA-KMHDI dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang menjadi
keputusan dalam Musyawarah Nasional.
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(4) Dalam melaksanakan programnya, FA-KMHDI dapat mengadakan kerjasama dengan
organisasi atau dengan lembaga lainnya.

(5) Hubungan kerja sama antara FA-KMHDI dengan lembaga lain diatur dengan ketentuan
tersendiri di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1) Anggota FA-KMHDI, terdiri dari anggota dan anggota kehormatan.

(2) Anggota adalah orang yang pernah menjadi anggota KMHDI, atau orang yang ikut
dalam pendirian organisasi KMHDI, dan memenuhi persyaratan keanggotan
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
peraturan organisasi.

(3) Anggota Kehormatan adalah arang yang tidak termasuk dalam katagori pasal ini ayat
(2) tetapi yang bersangkutan memiliki jasa besar atas keberlangsungan alumni KMHDI,
yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan dalam Munas.

(4) Keanggotaan FA-KMHDI bersifat aktif.

Pasal 7

Anggota FA-KMHDI seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), harus memenubhi
syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pernah menjadi Anggota KMHDI.

2. Beragama Hindu.

3. Mendaftarkan diri sebagai anggota, mentaati, melaksanakan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan FA-KMHDI lainnya yang telah ditetapkan.

4. Tidak diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan KMHDI

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8
Anggota mempunyai hak :

1. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan
usulan kepada Pengurus baik secara lisan maupun tulisan.

2. Hak Suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan sesuai

dengan susunan organisasi.

Hak Memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan.

Hak Dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.

Hak Membela Diri adalah hak untuk memberikan penjelasan atas pernyataan, sikap

dan tindakan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap FA-KMHDI .
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6. Hak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dari organisasi .
7. Hak memperoleh pembinaan, pendidikan, dan latihan dari organisasi.
8. Hak meminta dan menilai pertanggungjawaban Pengurus.

Pasal 9

Setiap anggota berkewajiban :

Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi.

Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi dan
disiplin organisasi.

Aktif mendukung program-program FA-KMHDI .

Membayar iuran anggota berupa iuran pokok dan iuran sukarela.
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BAB VI
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 10

Status keanggotaan FA-KMHDI berakhir karena :

1. Meninggal dunia.

2. Mengundurkan diri secara tertulis kepada Organisasi FA-KMHDI.

3. Tidak memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai pasal 7 dan kemudian ditetapkan
dalam Musyawarah Nasional.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

(1) Kepengurusan FA-KMHDI bersifat nasional dan selanjutnya disebut Pengurus Inti.

(2) Pengurus Inti FA-KMHDI dibantu oleh Koordinator Wilayah untuk setingkat Propinsi
atau gabungan beberapa Propinsi.

(3) Bila dipandang perlu, Koordinator Wilayah bisa membentuk Koordinator Komisariat
untuk setingkat kota atau kabupaten.

(4) FA-KMHDI memiliki beberapa anggota Dewan Pertimbangan.

PENGURUS INTI
Pasal 12

(1) Pengurus Inti FA-KMHDI yang selanjutnya disebut Pengurus FA-KMHDI dipimpin
oleh seorang Ketua Umum




(2) Ketua Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh
beberapa orang pengurus.

(3) Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus FA-KMHDI
selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab PENGURUS INTI FA-KMHDI meliputi :

1. Memimpin kegiatan organisasi yang sebesar besarnya untuk kepentingan dan
kemajuan Organisasi FA KMHDI maupun KMHDI.

2. Mengkoordinasikan Koordinator Wilayah FA-KMHDI dan badan-badan penunjang
guna pelaksanaan ketetapan Musyawarah Nasional.

3. Ketua Umum FA-KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan
kegiatan organisasi kepada Musyawarah Nasional.

KOORDINATOR WILAYAH
Pasal 14

(1) Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut KORWIL FA-KMHDI dipimpin oleh
seorang Koordinator.

(2) Koordinator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bisa dibantu oleh
beberapa orang pengurus (sekretaris & bendahara).

(3) Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan Koordinator dan Pengurus
KORWIL FA-KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab KORWIL FA-KMHDI meliputi:

1. Membantu Pengurus Inti FA-KMHDI dalam melaksanakan kegiatan organisasi di
wilayah kerja masing-masing.

2. Mengkoordinasikan anggota FA-KMHDI di wilayah masing masing guna
pelaksanaan ketetapan Musyawarah Nasional.

3. Koordinator KORWIL FA-KMHDI wajib mempertanggungjawabkan seluruh tugasnya
kepada Rapat Pengurus FA-KMHDI

DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 16
(1) Dewan Pertimbangan FA-KMHDI selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan.

(2) Dewan Pertimbangan adalah anggota FA-KMHDI yang memiliki kreadibilitas dan
kapabilitas yang tinggi dalam perjuangan organisasi.

————
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(3) Mekanisme pemilihan, penetapan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan FA-
KMHDI selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
Tugas dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan FA-KMHDI meliputi :

(1) Melakukan monitor terhadap kinerja Pengurus dalam mencapai tujuan organisasi.
(2) Memberikan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus Inti
FA KMHDI baik diminta maupun tidak.

BAB XIlI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 18
Permusyawaratan FA-KMHDI terdiri dari :

Musyawarah Nasional (Munas).

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
Rapat Koordinasi (Rakor)

Rapat Pengurus (Rapim)
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Pasal 19

Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi dari FA-KMHDI yang berwenang:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan
aturan tertinggi organisasi FA-KMHDI .

2. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai pertanggungjawaban Ketua Umum FA-

KMHDI.

Memilih dan menetapkan Anggota Anggota DEWAN FA-KMHDI

Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi

Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

AN 50

Pasal 20

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Forum kekuasaan tertinggi organisasi yang
bersifat khusus dan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan
Musyawarah Nasional.




2. Munaslub dapat diadakan setiap saat apabila diusulkan secara tertulis oleh minimum
1/2 +1 Korwil FA KMHDI kepada Dewan FA KMHDI.

3. Selanjutnya Dewan FA KMHDI memberikan rekomendasi tersebut kepada Pengurus
Inti KMHDI.

4. Pengurus FA KMHDI wajib melaksanakan Munaslub dalam waktu paling lambat 3 x
30 hari sejak tanggal rekomendasi Dewan FA KMHDI.

Pasal 21

(1) Rakor adalah rapat koordinasi antar Pengurus Inti, Korwil, dan Dewan FA KMHDI.

(2) Rakor juga dihadiri oleh anggota dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
diantara 2 permusyawaratan tertinggi FA-KMHDI .

(3) Rakor bertujuan untuk mengevaluasi dan koordinasi program kerja sesuai dengan
ruang lingkup tugas masing-masing.

Pasal 22

(1) Rapim adalah rapat koordinasi internal Pengurus Inti FA-KMHDI yang dilaksanakan
berdasarkan kebutuhan organisasi.

(2) Rapim berwenang untuk mengambil kebijakan taktis dan strategis organisasi sesuai
dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

(3) Rapim juga berwenang untuk meminta dan Menilai Laporan Pertanggung jawaban
Koordinator Wilayah FA KMHDI ataupun Lembaga Lembaga lain yang dibentuk oleh
Pengurus Inti FA KMHDI.

BAB IX
DANA ORGANISASI

Pasal 23

(1) Dana FA-KMHDI bersumber dari iuran anggota, donatur dan sumber lain yang sah
dan tidak mengikat.

(2) Hal-hal lain mengenai iuran anggota dan pendanaan organisasi FA-KMHDI
ditentukan lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB X
LAMBANG dan BENDERA

Pasal 24

Lambang FA-KMHDI adalah Tridharma sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Rumah
Tangga.




Pasal 25

Bendera FA-KMHDI adalah TRI DATU sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
Organisasi.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27
Perubahan Anggaran Dasar FA-KMHDI dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya % +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang
berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya %z + 1 (setengah plus satu) dari jumlah
peserta yang hadir.

BAB Xl
ATURAN PERALIHAN

Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar FA-KMHDI akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga dan/atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar.

BAB XIll
PENUTUP

Pasal 29

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 31 Juli 2010

MUSYAWARAH NASIONAL
FA-KMHDI 2010

Pemimpin Sidang,

. Ketua, Sekretaris,

(IR. 1 Wayan Jondra,M.Si ) (Made Murdayaso) (Luh Tatiek Inten A, SE.MM)




ANGGARAN RUMAH TANGGA

FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

BAB |
KEANGGOTAAN

Pasal 1

(1) FA-KMHDI  menerapkan Sistem Kaderisasi dalam melakukan pemberdayaan
anggota, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.

(2) Anggota FA-KMHDI  yang ingin mengundurkan diri sebagai anggota, wajib
melakukannya dengan bertanggung jawab dan membuat pernyataan pengunduran
diri secara tertulis yang ditujukan kepada Pengurus FA-KMHDI  dan/atau
ditembuskan ke Korwil FA-KMHDI di wilayah masing masing.

(3) Anggota FA-KMHDI yang pernah mengundurkan diri dari keanggotaan FA-KMHDI,
dapat menjadi anggota kembali dengan mengajukan permohonan, memenuhi
persyaratan keanggotaan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

(4) Anggota FA-KMHDI yang diberhentikan keanggotaannya sebagai anggota FA-
KMHDI melalui Musyawarah Nasional karena tidak lagi memenuhi persyaratan
keanggotaan, tidak diperbolehkan kembali menjadi anggota FA-KMHDI .

BAB Il
SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS
PENGURUS INTI

Pasal 2

(1) Susunan Pengurus Inti terdiri dari :

Ketua Umum

Ketua-ketua
Sekretaris Umum
Sekretaris
Bendahara Umum
Bendahara :
(2) Penentuan jumliah Pengurus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
(3) Pembentukan struktur di bawah ketua umum disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi.




Pasal 3

(1) Pengurus Inti FA-KMHDI merupakan badan pelaksana tertinggi organisasi yang
berwenang menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakannya sesuai
dengan AD/ART, keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Musyawarah
Nasional.

(2) Ketua Umum FA-KMHDI berwenang mewakili organisasi untuk menghadiri
undangan serta berhak menandatangni surat keluar, surat keputusan, peraturan
organisasi dan berwenang penuh dalam mengambil kebijakan taktis dan strategis
untuk urusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, ketetapan Musyawarah Nasional dan Keputusan Organisasi FA-KMHDI
lainnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi, Ketua Umum dibantu
oleh beberapa Ketua.

(4) Sekretaris Umum FA-KMHDI berwenang atas urusan administrasi organisasi FA-
KMHDI dan untuk yang pertama kalinya menggantikan Ketua umum FA-KMHDI ,
jika Ketua Umum FA-KMHDI berhalangan tidak tetap.

(5) Bendahara Umum FA-KMHDI berwenang untuk melakukan pengelolaan dan
administrasi keuangan Organisasi FA-KMHDI.

(6) Ketua Umum FA-KMHDI bersama Sekretaris umum FA-KMHDI berwenang untuk
mengesahkan susunan personalia Korwil FA-KMHDI.

(7) Ketua Umum FA-KMHDI bersama Bendaharan umum FA-KMHDI bertanggung
jawab untuk menggali sumber dana dan manfaatkannya dengan sebaik baiknya
untuk tujuan Organisasi.

(8) Koordinator Wilayah FA-KMHDI berwenang untuk mengesahkan susunan
personalia Komisariat FA-KMHDI.

(9) Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum FA-KMHDI bertanggung
jawab kepada Ketua Umum FA-KMHDI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

(10) Sekretaris FA-KMHDI berwenang menggantikan tugas Sekretaris Umum FA-
KMHDI bila Sekretaris Umum PP FA-KMHDI berhalangan tidak tetap.

(11) Sekretaris FA-KMHDI bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum FA-KMHDI
dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggungjawab secara langsung
kepada Ketua Umum FA-KMHDI untuk urusan organisasi secara umum.

(12) Bendahara FA-KMHDI berwenang menggantikan tugas Bendahara Umum FA-
KMHDI bila Bendahara Umum FA-KMHDI berhalangan tidak tetap.

(13) Bendahara FA-KMHDI bertanggungjawab kepada Bendahara Umum FA-KMHDI
dalam menjalankan fungsi administrasi keuangan dan bertanggungjawab secara
langsung kepada Ketua Umum FA-KMHDI untuk urusan organisasi secara umum .

KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 4

(1) Susunan pengurus KORWIL FA-KMHDI terdiri dari:

Koordinator
Sekretaris
Bendahara




(2) Penentuan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
(3) Pembentukan struktur dibawah koordinator dapat disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi.

Pasal 5

1. Korwil FA-KMHDI merupakan koordinator pelaksana organisasi untuk setingkat
provinsi atau gabungan beberapa propinsi.

2. Korwil FA-KMHDI bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

3. Semua Pengurus dibawah Koordinator Korwil FA KMHDI bertanggung jawab kepada
Koordinator.

4. Koordinator Korwil FA KMHDI dapat memberikan usulan penambahan dan
penggantian susunan personalia maupun struktur organisasi Korwilnya masing
masing kepada Pengurus Inti FA-KMHDI.

5. Koordinator Korwil FA KMHDI dapat membentuk dan menetapkan Komisariat di
wilayahnya masing masing.

KOMISARIAT

Pasal 6

(1) Susunan Pengurus Komisariat FA-KMHDI terdiri dari :
Koordinator
Sekretaris
Bendahara
(2) Penentuan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

(3) Pembentukan struktur dibawah koordinator dapat disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi.

Pasal 7

(1) Komisariat FA-KMHDI merupakan koordinator pelaksana organisasi untuk setingkat
kota dan atau kabupaten atau gabungan beberapa kota dan atau kabupaten.

(2) Koordinator Komisariat FA-KMHDI  bertanggung jawab kepada Koordinator
Wilayahnya.

(3) Semua Pengurus dibawah Koordinator Komisariat FA KMHDI bertanggung jawab
kepada Koordinator Komisariatnya masing masing.

(4) Koordinator Komisariat FA-KMHDI dapat memberikan usulan penambahan dan
penggantian susunan personalia maupun struktur organisasinya kepada Koordinator
Korwilnya masing-masing.




DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 8

(1) Susunan Dewan Pertimbangan FA-KMHDI terdiri dari :
a. Ketua -
b. Sekretaris :
c. Anggota — Anggota

(2) Penentuan jumlah Anggota disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 9

Dewan Pertimbangan dipilih oleh Formatur dan selanjutnya ditetapkan dalam Munas.

LEMBAGA-LEMBAGA
Pasal 10

(1) Lembaga adalah sarana penunjang untuk menjalankan kegiatan organisasi dan
kegiatan dalam bidang tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan dasar yang ditetapkan
oleh pengurus organisasi pada masing-masing tingkatan.

(2) Lembaga tersebut dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum FA-
KMHDI melalui Rapim FA KMHDI.

(3) Mekanisme pembentukan dan jenis Lembaga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan
organisasi,

BAB Il

PERMUSYAWARATAN

Pasal 11

(1) Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
1. Peserta yang terdiri dari :
a. Personalia Pengurus FA-KMHDI
b. Utusan Korwil FA-KMHDI
¢. Dewan Pertimbangan FA-KMHDI

2. Peninjau yang ditentukan oleh Pengurus FA-KMHDI .

(2) Musyawarah Nasional dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.

(3) Pelaksana dan penanggung jawab Musyawarah Nasional adalah Pengurus FA-
KMHDI .




Pasal 12

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dihadiri oleh :
1. Peserta yang terdiri dari:
a. Personalia Pengurus FA-KMHDI
b. Utusan Korwil FA-KMHDI
¢. Dewan Pertimbangan FA KMHDI
2. Peninjau yang ditentukan oleh Pengurus FA-KMHDI

(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan setiap saat dipandang periu.

(3) Pelaksana dan penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah
Pengurus FA-KMHDI dan atau beberapa Korwil FA KMHDI.

Pasal 13

Rakor dihadiri oleh :
a. Peserta yaitu pengurus Pengurus Inti FA-KMHDI , utusan Korwil FA-KMHDI dan

Dewan Pertimbangan FA-KMHDI .
b. Anggota FA KMHDI juga bisa menghadiri Rakor sebagai Peninjau
¢. Pelaksana dan penanggungjawab Rakornas adalah Pengurus FA-KMHDI .

Pasal 14

Rapim dihadiri oleh :

a. Peserta adalah seluruh Pengurus Inti FA KMHDI.

b. Bila dibutuhkan, Rapim juga bisa dihadiri oleh Korwil, Dewan atau Lembaga FA
KMHDI.

c. Rapim dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

d. Pelaksana dan penanggungjawab Rapim adalah Pengurus FA-KMHDI .

BAB IV
PEMBENTUKAN KORWIL DAN KOMISARIAT

Pasal 15

(1) Dalam memperiuas dan mempererat jaringan Mahasiswa Hindu Indonesia, FA-
KMHDI dapat melakukan pembentukan Korwil FA-KMHDI dan juga Komisariat FA-
KMHDI atas usulan Korwil diwilayahnya masing masing.

(2) Persetujuan untuk melakukan pembentukan Korwil FA-KMHDI atau Komisariat FA-
KMHDI yang baru ditentukan oleh Pengurus FA-KMHDI .

(3) Aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan Korwil FA-KMHDI dan
Komisariat FA-KMHDI yang baru akan diatur dalam peraturan organisasi.




BAB V
PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

Pasal 16

(1) Ketua Umum FA-KMHDI dipilih dengan mekanisme musyawarah mufakat antar
peserta Munas yang sah.

(2) Bila Musyawarah mufakat tidak memenuhinya, maka dilakukan pemilihan langsung
oleh peserta Munas dengan suara terbanyak.

(3) Ketua Umum FA-KMHDI terpilih adalah selanjutnya menjadi Ketua Formatur.

(4) Formatur terdiri atas 5 (Lima) orang yang anggotanya dipilih dari sisa suara
terbanyak lainnya dan selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Munas.

(5) Jika anggota formatur tidak mencukupi, maka dilengkapi dengan mekanisme
musyawarah dan mufakat para peserta Munas.

(6) Ketua Umum terpilih bersama Formatur membentuk Susunan Pengurus FA KMHDI.

(7) Ketua Umum bersama Susunan Pengurus FA-KMHDI dan hasil kerja formatur
lainnya ditetapkan dan diangkat dalam Munas.

(8) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Lembaga FA-KMHDI dapat
dilakukan oleh Ketua Umum FA-KMHDI dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK)
dan berdasarkan hasil Rapat Pengurus Inti.

BAB VI
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 17

(1) Pergantian antar waktu dapat dilakukan bagi semua pengurus dibawah kewenangan
Pengurus dan tidak menjabat sebagai Ketua Umum FA-KMHDI melalui mekanisme
Rapat Pengurus (Rapim) dengan mempertimbangkan berbagai situasi, kondisi,
aspirasi dan keselamatan organisasi.

(2) Bila ditengah masa jabatannya, Ketua Umum FA-KMHDI berhalangan tetap yang
tidak dikarenakan oleh pelanggaran disiplin organisasi, maka berlaku ketentuan
sebagai berikut :

a. Diangkat penggantinya dengan menunjuk Sekretaris Umum FA-KMHDI sebagai
pelaksana tugas (PIt) Ketua Umum FA-KMHDI, melalui rapat Pengurus .

b. Jika Sekretaris Umum PP FA-KMHDI yang telah diangkat menjadi Pit Ketua
Umum FA-KMHDI menjadi berhalangan tetap, maka Bendahara Umum FA-
KMHDI dapat diangkat menjadi Plt Ketua Umum FA-KMHDI selanjutnya .

c. Jika ketentuan ayat 2 point b dalam pasal ini telah terjadi dan kemudian juga
berhalangan tetap, maka Ketua-ketua dan pengurus lainnya wajib berkoordinasi
untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa selambat-lambatnya
3 x 30 hari sejak terjadinya kondisi ini.

(3) Plt Ketua Umum FA-KMHDI diangkat melalui Surat Keputusan (SK) bersama
Pengurus FA-KMHDI .

(4) Selain melaksanakan tugas dan kewajiban barunya sebagai PIt, personalia yang
ditunjuk sebagai PIt, tetap harus menjalankan tugas dan kewajibannya yang lama
sesuai posisi jabatan saat pengangkatannya dalam Musyawarah Nasional.



BAB VII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

(1) Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rakor dan Rapim dinyatakan
sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¥%: +1 (setengah plus satu) dari jumlah
peserta yang terdaftar, apabila quorum tidak terpenuhi sidang diskor 1 jam selanjutnya
sidang dinyatakan quorum.

(2) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan
apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB VIII
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 19

(1) FA-KMHDI dapat menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat
dilakukan oleh Pengurus FA-KMHDI melalui mekanisme Rapim.

Pasal 20

Hubungan dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan:

a. Lembagalorganisasi bersangkutan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, GBHO, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan
organisasi FA-KMHDI .

b. Independensi FA-KMHDI , kesetaraan derajat, kebersamaan dan saling menghargai.

BAB IX
DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 21

(1) Anggota dan pengurus organisasi FA-KMHDI dilarang melakukan tindakan-tindakan
yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan organisasi FA-KMHDI .

(2) Setiap anggota dan Pengurus organisasi FA-KMHDI wajib menghindari perpecahan
dalam organisasi FA-KMHDI .




e

DISIPLIN KEANGGOTAAN

Pasal 22

(1) Anggota FA-KMHDI yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi baik yang
sedang menjabat sebagai pengurus maupun tidak, dapat dikenakan sanksi oleh
organisasi.

(2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh anggota ditangani oleh Pengurus
FA KMHDI melalui Rapim.

(3) Sanksi organisasi pada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi,
dilakukan secara bertahap berupa tiga kali teguran lisan, tiga kali peringatan tertulis
dan pemberhentian sementara oleh Pengurus FA KMHDI.

(4) Terhadap anggota yang dikenakan sanksi harus diberikan hak membela diri dalam
permusyawaratan yang diadakan organisasi FA-KMHDI .

(5) Khusus mengenai sanksi berupa pemberhentian anggota yang bersifat permanen
haruslah berupa keputusan Musyawarah Nasional, setelah pihak terkena sanksi
diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya dalam forum Musyawarah
Nasional.

(6) Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada anggota, diatur lebih lanjut dalam
peraturan organisasi.

DISIPLIN PENGURUS

Pasal 23

(1) Anggota FA-KMHDI yang karena fungsinya sebagai pengurus FA-KMHDI melakukan
pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi oleh organisasi.

(2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh pengurus, pembahasan
pelanggaran tersebut ditangani oleh Pengurus melalui mekanisme Rapim.

(3) Sanksi organisasi pada pengurus yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi,
dilakukan secara bertahap berupa dua kali teguran lisan, dua kali peringatan tertulis
dan dapat dilanjutkan dengan penonaktifan atau pemberhentian dari jabatannya.

(4) Pengurus organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat
diberhentikan sebagai pengurus oleh Pengurus FA KMHDI melalui forum Rapim
setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya.

(5) Ketua Umum FA-KMHDI yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi juga dapat
dikenakan sanksi

(6) Terhadap Ketua Umum FA-KMHDI yang dikenakan sanksi penonaktifan atau
pemberhentian harus diberikan hak membela diri dalam Musyawarah Nasional atau
Musyawarah Nasional luar biasa yang diadakan organisasi setelah yang bersangkutan
diberikan hak membela diri.

(7) Selanjutnya, Organisasi FA KMHDI dijalankan secara Kolektif oleh mekanisme
Pengurus sampai dengan Munas atau Munaslub yang dilaksanakan selambat
lambatnya 3x30 hari.




Pasal 24

Pemulihan nama baik atau rehabilitasi dapat diberikan dan dipertanggungjawabkan kepada
anggota melalui yaitu Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa atau

Rakor.

BAB X
LAMBANG

Pasal 25

Lambang FA-KMHDI adalah Tri Dharma dengan penjelasan sebagai berikut :

Gambar;

A

Pengertian:

a.

b.

d.

Dasar merah (Dharma pertama)

Makna : anggeta FA-KMHDI lebih mengedepankan pengabdian kepada masyarakat,
berlandaskan ajaran Dharma.

Ujung Segi Tiga warna Hitam (Dharma kedua)

Makna : anggota FA-KMHDI menjunjung tinggi pemerintahan yang syah, demi
menunjang interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, sebagai sebuah
aktualisasi ajaran Dharma.

Bagian Tengah segi tiga warna putih (Dharma ketiga)

Makna : anggota FA-KMHDI senantiasa mengambil sikap kritis kepada pemeritah,
dan melakukan advokasi kepada masyarakat, dalam upaya mengawal jalannya
pembangungan pada jalan Dharma.

Warna Merah Putih dan Hitam

Makna : Tiga warna ini menggambarkan Tri Murti, yaitu tiga manifestasi Tuhan
sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur (Brahma, Wisnu, Siwa). Dengan kata
lain, anggota FA-KMHDI dengan memanfaatkan kekuatan, kepintaran dan
kecerdasan yang dimiliki, melakukan tindakan : (kesatu) turut serta dalam mengisi




pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Kedua) turut serta secara
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (ketiga) turut serta dalam
menghancurkan segala bentuk tindakan yang melawan hukum yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

Mengenai penggunaan lambang dan atribut organisasi lainnya diatur lebih lanjut dalam
peraturan organisasi.

BAB Xl
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 27
Perubahan Anggaran Rumah Tangga FA-KMHDI dapat dilaksanakan dalam Musyawarah
Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya % +1 (setengah plus satu) dari jumlah
peserta yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya %z + 1 (setengah plus
satu) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan

Organisasi dan ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB Xl
PENUTUP
Pasal 29
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 31 Juli 2010

MUSYAWARAH NASIONAL
FA-KMHDI 2010
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